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Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Riau dan difokuskan terhadap Kontribusi Realisasi Pajak Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi 
Riau. Untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan 
pendapatan pajak daerah, serta untuk mengetahui Prosedur Pemungutan Pajak 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), data yang digunakan adalah 
data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan 
cara observasi dan wawancara dengan pejabat kepala bidang penerimaan pajak 
daerah Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Untuk pengumpulan 
data peneliti menggunakan dua metode, metode pertama yang digunakan adalah 
metode wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan kepala bidang 
penerimaan pajak daerah, dan metode yang kedua adalah metode observasi 
dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam 
bagaimana Kontribusi Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau, hasil yang diperoleh 
dalam melakukan penelitian tentang bagaimana Kontribusi Realisasi Pajak Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Provinsi Riau, adalah sudah cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dan 
cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Dan juga 
penelitian ini diharapkan memberi informasi yang jelas dan bermanfaat terhadap 
pembaca dan penulis. 
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1.1 Latar Belakang 
Pajak adalah kontribusi wajib, kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan 
peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan 
kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 
Sesuai dengan falsafat Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya 
merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut 
berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan 
pembangunan nasional. 
Dalam mendukung pembangunan nasional pajak dilaksanakan dengan 
prinsip kemandirian. sumber penerimaan negara dari pajak harus ditingkatkan. 
Oleh karena itu diperlukan peran serta masyarakat dalam pembiayaan 
pembangunan yang tercermin pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. 
Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam 
membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah 
harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah 
sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat 
digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Salah satunya dengan   
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meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dengan 
ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan 
penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, yang berguna untuk 
memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan. 
Dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan peningkatan pelayanan 
kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah 
membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber 
penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah 
pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun, tidak semua 
daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya 
akan potensi daerah yang memiliki akan semakin maju yang mana tentunya 
bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Kiranya 
dengan ini asas ini pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah 
yang ada di Indonesia berkembang secara merata. 
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
merupakan salah satu unsur penyumbang pendapatan asli daerah dari unsur pajak 
daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu unsur penting dalam 
melaksanakan pembangunan otonomi daerah. Tinggi rendahnya jumlah PAD 
sangat tergantung bagaimana suatu daerah mampu mengembangkan dan menggali 
potensi daerah mereka sendiri, agar PAD tersebut mampu memberikan kontribusi 
dalam memenuhi kebutuhan dan belanja suatu daerah. Sumber-sumber PAD 
dalam suatu daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang perimbangan keuangan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
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2004 tentang otonomi daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan 
keleluasaan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan menjalankan otonomi 
daerahnya dan pengelolaan dan pengembangan berbagai sumber daya yang bisa 
dikembangkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah. 
Berdasarkan asas otonomi daerah, terdapat permasalahan tentang 
peningkatan upaya penerimaan daerah melalui pajak yaitu salah satunya pajak 
kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan 
bermotor adalah pajak atas kepemilikan penguasaan kendaraan bermotor. 
Kendaraan bermotor menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat sehingga 
minat masyarakat mengalami peningkatan untuk memiliki kendaraan bermotor. 
Dengan demikian pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor merupakan pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat di 
masyarakat. Adapun jumlah penerimaan pajak dan target penerimaan pajak bea 
balik nama kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru tahun 2018-2020. 
Tabel 1.1 
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan  
Bermotor Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 





1 2018 Rp. 828.905.290.108 Rp. 883.868.622.399 106,6 % 
2 2019 Rp. 855.430.259.391 Rp. 802.194.810.924 93,7 % 
3 2020 Rp. 744.281.828.040 Rp. 558.925.504.891 75,0 % 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (2021) 
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Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, 2019 dan 2020 Target 
Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Kantor 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mengalami peningkatan dan penurunan, 
sedangkan realisasi penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
(BBNKB) terus mengalami penurunan sebagaimana dijelaskan dalam tabel 1.1 
diatas dimana pada tahun 2018 realisasi sebesar Rp. 883.868.622.399 dari target 
Rp. 828.905.290.108,- atau 106,6 % dan pada tahun 2019 mengalami penurunan 
Rp. 802.194.810.924,- dari target Rp. 855.430.259.391,- atau 93,7 %, dan pada 
tahun 2020 kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 
Rp. 558.925.504.891 dari target Rp. 744.281.828.040 atau 75%. Hal ini bisa 
terjadi dikarenakan dampak dari wabah virus Covid-19 yang masuk ke Indonesia. 
Sehubungan dengan pembahasan latar belakang diatas maka penulis 
tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi Realisasi Pajak Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Provinsi Riau”. 
1.2. Perumusan Masalah 
1. Bagaimana Kontribusi Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau ? 
2. Bagaimana prosedur pemungutan pajak Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau ? 
3. Apa saja upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor ?  
5 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapatlah sebuah tujuan yaitu 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui Kontribusi Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau. 
2. Untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor. 
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Riau untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor. 
1.4.  Manfaat Penulisan 
Adapun manfaat penelitian ini adalah secara akademis dapat memberikan 
ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan. Sedangkan secara praktis sebagai 
berikut : 
1. Bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan dibidang perpajakan 
khususnya tentang prosedur pajak bea balik nama kendaraan bermotor. 
2. Bagi Universitas penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
referensi agar bisa digunakan bagi penelitian berikutnya. 
3. Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau hasil penelitian ini sebagai 
bahan masukan dan bahan kajian bagi badan pengelolaan pajak daerah 
Kota Pekanbaru untuk dapat dipergunakan seperlunya dan bermanfaat 




1.5. Metode Penelitian 
1.5.1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 6, 
Simpang Tiga, Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota 
Pekanbaru. 
1.5.2. Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan mulai bulan Agustus 2021 sampai dengan 
September 2021. 
1.5.3. Jenis Data 
a. Data Primer 
Menurut Sugiyono (2012:139) bahwa “Sumber primer adalah 
sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 
data”. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari objek penelitian 
berupa hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan langsung 
dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk 
mendapatkan data yang diperlukan terkait dengan masalah penelitian. 
b. Data Sekunder 
Menurut Sugiyono (2012:141) mendefinisikan data sekunder 
adalah : “Sumber Sekunder adalah sumber data yang diperoleh 
dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media 
lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen”. 
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Menurut Silalahi (2012:289) pengertian data sekunder yaitu: 
“Data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber 
lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan”. Dalam 
penelitian ini penulis memperoleh data yang dikelompokkan dari 
lembaga pengumpul yaitu Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Riau, data yang didapat dari buku, dokumen dan informasi lainnya. 
1.5.4.  Teknik Pengumpulan Data 
a. Interview (wawancara), yaitu penulis melakukan tanya jawab tentang 
masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada pegawai 
Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Wawancara 
bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, 
dan kegiatannya dilakukan secara lisan. 
b. Observasi, yaitu penulis mengamati langsung turun ke lokasi 
penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang 
diteliti. 
c. Dokumentasi yaitu, suatu cara yang digunakan untuk memperoleh 
data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan 
angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat 
mendukung penulisan tugas akhir. 
1.6.   Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa bab, dengan uraian 




BAB I :  PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, ruang lingkup 
masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, metodologi 
penelitian, serta sistematika pembahasan. 
BAB II : GAMBARAN UMUM 
Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat Kantor Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Visi dan Misi serta struktur 
organisasi. 
BAB III : TINJAUAN TEORI 
Pada bab ini penulis membahas tentang pengertian atau definisi 
kontribusi, pajak, fungsi pajak, definisi pajak daerah, serta 
prosedur pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor 
pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 
BAB IV : PENUTUP 
Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran 





GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 
2.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
Dinas Pendapatan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan surat Gubernur 
Riau Nomor : KPTS 29/1/1974 tanggal 13 Januari 1974 tentang pembentukan 
Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian sejalan dengan 
perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan 
daerah serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, maka ditetapkan 
pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau. 
Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 yang di sahkan oleh 
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor : PEM.061.341.24/127 
Tanggal 12 April 1980,dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/39-29 Tanggal 31 Maret 1978 Tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi 
Tingkat I Riau Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/34- 
26 Tanggal 31 Maret 1978 Dan Pelaksanaannya Diatur Dalam Surat Keputusan 
Gubernur Tingkat I Riau Nomor : KPTS.286/XI/1980 Tanggal 27 
November1980. 
Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah dinas yang menjadi aparat 
pelaksanaan pemerintah daerah sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Pasal 
49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan di daerah. 
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2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yaitu : Terwujudnya 
pendapatan asli daerah sebagai pendukung utama kelancaran roda 
penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Riau secara profesional. Untuk 
mewujudkan dan merealisasikan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang terdiri dari tiga misi utama, antara 
lain : 
1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah 
secara optimal. 
2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara 
profesional. 
3. Memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang 
dimiliki. 
2.3 Uraian Tugas (Job Description) Bagian / Unit Kerja 
2.3.1 Kepala Badan 
Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu 
Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah pada bidang pendapatan daerah. Untuk melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala badan pendapatan daerah 
menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas 
dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan 
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pemerintahan daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah. 
2.3.2 Sekretaris 
Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan 
evaluasi pada subbagian perencanaan program, subbagian keuangan, 
perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan subbagian 
kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sekretaris menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat. 
b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat. 
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala 
Badan Pendapatan Daerah dan 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
A. Kepala Subbagian Perencanaan Program 
Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
subbagian perencanaan program. 
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 




c. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana 
program/kegiatan dari masing-masing bidang. 
d. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja 
pemerintah daerah, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi 
pemerintah unit kerja. 
e. Melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional 
prosedur. 
f. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat 
koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta 
rapat koordinasi teknis. 
g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian perencanaan 
program dan 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
B. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang 
Milik Daerah 
Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan 
Barang Milik Daerah mempunyai tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 




b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian keuangan, 
perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah. 
c. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan 
aset. 
d. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai. 
e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis 
pengelolaan keuangan dan aset. 
f. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran 
barang milik daerah. 
g. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada 
pada penguasaan Badan Pendapatan Daerah. 
h. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan 
atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan. 
i. Melaksanakan proses administrasi tuntutan perbendaharaan dan 
tuntutan ganti rugi. 
j. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran. 
k. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan 
pencatatan aset. 
l. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit 
kerja. 
m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 
pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan 
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secara berkala pada subbagian keuangan, perlengkapan dan 
pengelolaan barang milik daerah dan 
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
C. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum 
Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 
subbagian kepegawaian dan umum. 
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian kepegawaian 
dan umum. 
c. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat. 
d. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian. 
e. Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa beban kerja, analisa 
beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar 
kompetensi, dan evaluasi jabatan. 
f. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai. 
g. Membuat laporan perkembangan kepegawaian. 
h. Menyelenggarakan urusan kehumasan. 
i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi. 
j. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, 




k. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah 
berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 
l. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, 
kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor. 
m. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi 
untuk kepentingan masyarakat. 
n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian kepegawaian dan 
umum dan 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
2.3.3 Kepala Bidang Pajak Daerah 
Kepala bidang pajak daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, 
fasilitasi dan evaluasi pada subbidang penerimaan pajak kendaraan bermotor 
dan bea balik nama kendaraan bermotor, subbidang penerimaan pajak daerah 
lainnya, dan subbidang verifikasi dan pelaporan pajak daerah. Untuk 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pajak 
daerah. 
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 
hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pajak daerah. 
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c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala 
badan pendapatan daerah dan 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
A. Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor 
Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang 
penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 
bermotor. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang penerimaan 
pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. 
c. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber pajak kendaraan 
bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. 
d. Melakukan evaluasi terhadap perhitungan pengenaan pajak kendaraan 
bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. 
e. Menetapkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea 
balik nama kendaraan bermotor. 
f. Melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi 
terhadap nilai jual kendaraan bermotor. 
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g. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak kendaraan 
bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara berkala. 
h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengelola dan 
mengembangkan pelayanan kantor bersama Samsat untuk peningkatan 
penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 
bermotor. 
i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada ssubbidang penerimaan pajak kendaraan 
bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; dan 
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
B. Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya  
Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang 
penerimaan pajak daerah lainnya. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang penerimaan 
pajak daerah lainnya. 
c. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber penerimaan pajak 
daerah lainnya. 
d. Melakukan evaluasi terhadap perhitungan pajak daerah lainnya. 
e. Menetapkan target penerimaan pajak daerah lainnya sesuai dengan 
potensi dan kondisi objektif daerah. 
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f. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah 
Lainnya secara berkala. 
g. Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait dalam 
rangka peningkatan penerimaan pajak daerah lainnya. 
h. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber penerimaan pajak 
daerah lainnya. 
i. Melakukan evaluasi untuk penyesuaian perhitungan penyesuaian 
penerimaan pajak daerah lainnya. 
j. Menetapkan target penerimaan pajak daerah lainnya sesuai dengan 
potensi dan kondisi objektif daerah. 
k. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah 
lainnya secara berkala. 
l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada subbidang penerimaan pajak daerah lainnya. 
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya.. 
C. Kepala Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah 
Kepala Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah mempunyai tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang 
verifikasi dan pelaporan pajak daerah. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang verifikasi dan 
pelaporan pajak daerah. 
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c. Melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah berkoordinasi 
dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 
d. Menyusun perhitungan target dan realisasi bagi hasil pajak ddaerah ke 
Kabupaten/Kota. 
e. Menghimpun dan memverifikasi penerimaan pajak daerah untuk 
penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak daerah. 
f. Melakukan rekonsiliasi, koordinasi dan penyaluran bagi hasil pajak 
daerah dengan instansi terkait dan kabupaten/kota. 
g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada subbidang verifikasi dan pelaporan pajak 
daerah dan 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
2.3.4 Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan 
Dana Bagi Hasil 
Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana 
Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas 
pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, 
Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan Subbidang Penerimaan Dana 
Bagi Hasil Bukan Pajak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang 
retribusi, pendapatan asli daerah lainnya dan dana bagi hasil. 
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b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di lingkungan bidang retribusi, pendapatan asli 
daerah lainnya dan dana bagi hasil. 
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala 
kepada kepala Badan Pendapatan Daerah dan 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
A. Kepala Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah 
Lainnya 
Kepala subbidang penerimaan retribusi dan pendapatan asli daerah 
lainnya mempunyai tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang 
penerimaan retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan subbidang penerimaan retribusi dan 
pendapatan asli daerah lainnya. 
c. Melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap subjek dan objek 
potensi retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. 
d. Melakukan pengkajian, evaluasi dan penyesuai perhitungan pengenaan 
tarif retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. 
e. Melakukan koordinasi dengan instansi pemungut retribusi daerah dan 
pendapatan asli daerah lainnya. 
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f. Menetapkan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. 
g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada subbidang penerimaan retribusi dan pendapatan 
asli daerah lainnya dan 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
B. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 
Kepala subbidang penerimaan dana bagi hasil pajak mempunyai tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang 
penerimaan dana bagi hasil pajak. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan subbidang penerimaan dana bagi hasil 
pajak. 
c. Melakukan pengkajian potensi sumber-sumber dana bagi hasil pajak 
dalam peningkatan pendapatan daerah. 
d. Menetapkan target dana bagi hasil pajak. 
e. Menerima laporan, meneliti serta mencocokkan jumlah penerimaan yang 
berasal dari dana bagi hasil pajak pada rekening kas umum daerah. 
f. Melakukan koordinasi penerimaan dana bagi hasil pajak. 
g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada subbidang penerimaan dana bagi hasil pajak dan 




C.  Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. 
Kepala subbidang penerimaan dana bagi hasil bukan pajak mempunyai 
tugas: 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang 
penerimaan dana bagi hasil bukan pajak. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan subbidang penerimaan dana bagi hasil 
bukan pajak. 
c. Melakukan pengkajian potensi sumber-sumber dana bagi hasil bukan 
pajak dalam peningkatan pendapatan daerah. 
d. Menetapkan target dana bagi hasil bukan pajak. 
e. Menerima laporan, meneliti serta mencocokkan jumlah penerimaan yang 
berasal dari dana bagi hasil bukan pajak. 
f. Melakukan koordinasi penerimaan dana bagi hasil bukan pajak. 
g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada subbidang penerimaan dana bagi hasil bukan 
pajak dan. 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
2.3.5 Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan 
Kepala bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan 
mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada 
subbidang pengembangan sistem informasi, subbidang pengembangan 
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pendapatan, dan subbidang pengolahan data pendapatan. Untuk melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang menyelenggarakan 
fungsi : 
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang 
pengolahan data dan pengembangan pendapatan. 
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pengolahan data dan 
pengembangan pendapatan. 
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala badan 
pendapatan daerah dan 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
A. Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi 
Kepala subbidang pengembangan sistem informasi mempunyai tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang 
pengembangan sistem informasi. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang pengembangan 
sistem informasi. 
c. Melakukan kajian kebijakan teknis pengelolaan data/informasi, 
infrastruktur sistem dan aplikasi pendapatan. 
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d. Melakukan koordinasi, bimbingan, pengendalian, serta fasilitasi di 
bidang pengelolaan data/informasi, infrastruktur sistem dan aplikasi 
pendapatan. 
e. Melakukan kajian petunjuk teknis di bidang pengelolaan 
data/informasi, infrastruktur sistem dan aplikasi pendapatan. 
f. Menyelenggarakan tugas teknis penyelenggaraan kegiatan teknis 
penunjang tertentu dan sebagian kegiatan teknis operasional badan, 
sesuai urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang pengelolaan 
data/informasi, infrastruktur sistem dan aplikasi pendapatan. 
g. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pelayanan publik dan administrasi 
dari aspek pengelolaan data/informasi, infrastruktur sistem dan aplikasi 
pendapatan. 
h. Menyelenggarakan sistem teknologi informasi di bidang pengelolaan 
data/informasi, infrastruktur sistem dan aplikasi pendapatan. 
i. Menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan 
koordinasi di bidang pengelolaan data/informasi, infrastruktur sistem 
pendapatan dan aplikasi pendapatan. 
j. Melakukan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan perancangan 
infrastruktur teknologi informasi pendapatan. 
k. Melaksanakan pembangunan dan pengadaan infrastruktur teknologi 
informasi pendapatan. 




m. Melaksanakan pengendalian, pengelolaan dan keamanan infrastruktur 
teknologi informasi pendapatan. 
n. Melaksanakan optimalisasi infrastruktur pelayanan teknologi informasi 
pendapatan. 
o. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada subbidang pengembangan sistem informasi; 
dan 
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
B. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan 
Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang 
pengembangan pendapatan. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang pengembangan 
pendapatan. 
c. Melakukan pengembangan pelayanan dan pendapatan. 
d. Melakukan penelitian dan pengembangan potensi pajak daerah, 
retribusi daerah, sistem dan prosedur pendapatan daerah. 
e. Menyusun standar administrasi dan pelayanan pemungutan pendapatan 
daerah. 
f. Melakukan evaluasi produk hukum bidang pendapatan. 
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g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada subbidang pengembangan pendapatan dan 
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
C. Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan 
Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan mempunyai tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang 
pengolahan data pendapatan. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang pengolahan data 
pendapatan. 
c. Menginventarisasi, mempelajari dan menghimpun data/informasi untuk 
menyusun target tahunan pendapatan daerah untuk masing-masing unit 
pelaksana teknis dinas dan unit pelayanan teknis. 
d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan data 
pendapatan. 
e. Melakukan tertib pengolahan administrasi dan teknis dibidang 
pengolahan data pendapatan. 
f. Membuat laporan realisasi pendapatan/penerimaan mingguan, bulanan, 
triwulan, semester dan tahunan. 
g. Menyusun target pendapatan/penerimaan daerah periode tahunan, 
jangka menengah dan jangka panjang. 
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h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada dubbidang pengolahan data pendapatan dan 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
2.3.6 Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan 
Kepala bidang pembukuan, pengawasan dan pembinaan mempunyai 
tugas menyelenggarakan subbidang pembukuan dan pelaporan, subbidang 
pengawasan dan penerimaan daerah, dan subbidang tindak lanjut pengawasan 
dan pembinaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepala bidang menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang 
pembukuan, pengawasan dan pembinaan. 
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pembukuan, pengawasan dan 
pembinaan. 
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan 
pendapatan daerah dan 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
A. Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan 
Kepala subbidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas : 
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a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang 
pembukuan dan pelaporan. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan subbidang pembukuan dan pelaporan. 
c. Melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap semua transaksi 
penerimaan pendapatan daerah yang disetor ke kas daerah. 
d. Melakukan koordinasi dengan kas daerah dan bidang teknis intern. 
e. Menyiapkan konsep dan rumusan tentang tata cara pembukuan 
penerimaan pendapatan daerah. 
f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada subbidang pembukuan dan pelaporan dan 
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
B. Kepala Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah 
Kepala subbidang pengawasan dan penerimaan daerah mempunyai tugas : 
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang 
pengawasan dan penerimaan daerah. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan subbidang pengawasan dan penerimaan 
daerah. 
c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 




d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada subbidang pengawasan dan penerimaan daerah; 
dan 
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
C. Kepala Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan 
Kepala subbidang tindak lanjut pengawasan dan pembinaan mempunyai 
tugas: 
a. Merencanakan program / kegiatan dan penganggaran pada subbidang 
tindak lanjut pengawasan dan pembinaan. 
b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 
tugas bawahan di lingkungan subbidang tindak lanjut pengawasan dan 
pembinaan. 
c. Memfasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan baik eksternal maupun 
internal. 
d. Melakukan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala. 
e. Memfasilitasi sistem pengendalian internal. 
f. Melakukan koordinasi dengan instansi dan bidang terkait lainnya 
terhadap temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 
g. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah 
pada unit pelaksana teknis/unit pelaksana pendapatan. 
h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada subbidang tindak lanjut pengawasan dan 
30 
 
pembinaan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
atasan sesuai tugas dan fungsinya. 
2.4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
Gambar 2.1 
Struktur Organisasi  
 
 





Berdasarkan hasil temuan data di lapangan yang telah disajikan dan 
dikorelasikan berdasarkan teori pada bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat 
diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini peneliti 
merumuskan rekomendasi saran-saran yang dapat bermanfaat untuk mewujudkan 
roda dua yang efektif.  
4.1.  Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kontribusi Realisasi Pajak Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Provinsi Riau, dapat disimpulkan :  
1. Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 - 2020 memiliki rata-rata sebesar 
25,1%. Ini menunjukkan bahwa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor 
sudah cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dan cukup berarti 
dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. 
2. Untuk prosedur pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
sudah sesuai prosedur yang ada dimana dalam prosesnya terdapat 6 (enam)  
langkah yaitu menyiapkan semua berkas, cek fisik  kendaraan, 
mendaftarkan berkas ke Ditlantas, mendaftarkan kembali  ke Samsat, 
mencetak TNKB, dan mengambil BPKB pemilik  baru. 
3. Upaya Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
sebagai pemungut Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 
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memiliki upaya dan strategi serta inovasi untuk bisa menarik perhatian 
wajib pajak untuk membayar BBNKB dengan cara komunikasi, 
kerjasama, kebijakan dan sistem pelayanan sehingga bisa meningkatkan 
pendapatan BBNKB sebagai kontribusi terbesar dalam susunan 
Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau. 
4.2.  Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai 
berikut : 
1. Bagi Badan Pendapatan Daerah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan 
Pendapatan Daerah hendaknya meningkatkan pengawasan melalui 
penelusuran kepada setiap wajib pajak sehingga lebih meningkatkan 
kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak 
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama ketika membeli kendaraan dari 
pihak pertama. 
2. Bagi Wajib Pajak 
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi wajib 
pajak hendaknya terbuka dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan 
Bea Balik Nama ketika membeli kendaraan kepada pihak pertama agar 
tidak terjadi salah persepsi mengenai pajak terutangnya, sehingga dapat 




3. Bagi Pembaca 
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti 
selanjutnya. Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti 
Pajak Daerah lainnya yang kontribusinya sangat besar terhadap 
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LAMPIRAN 
1. Gambar 
Berikut adalah gambar lokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Riau: 
Gambar 5.1 lokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
 
Gambar 5.2 lokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
 
Gambar 5.3 kondisi wajib pajak mengantri melakukan pendaftaran pembayaran 
pajak kendaraan bermotor 
 
  
2. Daftar pertanyaan wawancara 
Daftar pertanyaan wawancara dengan Bapak Muhammad Sayoga, SE, 
M.Si selaku Kepala Bidang Pajak Daerah adalah sebagai berikut : 
1. Apa saja persyaratan untuk bea balik nama kendaraan bermotor ? 
2. Bagaimanakah prosedur pemungutan pajak bea balik nama kendaraan 
bermotor ? 
3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses bea balik nama 
kendaraan bermotor ? 
4. Apa saja kendala yang dihadapi saat melakukan proses bea balik nama 
kendaraan bermotor ? 
5. Apa solusi dalam menghadapi kendala yang terjadi tersebut ? 
6. Apakah BAPENDA dapat bekerja secara efektif dengan kondisi yang 
terjadi pada saat ini ? 
7. Apakah jumlah pegawai pemberi layanan yang ada sudah cukup 
dalam melayani masyarakat ? 
8. Apakah terjadi peningkatan jumlah masyarakat dalam membayar 
pajak bea balik nama kendaraan bermotor ? 
9. Apa yang dilakukan BAPENDA untuk meningkatkan penerimaan 
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